
BUPATI PASER 

PROVINS! KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASER 

NOMOR 16 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASER, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 

164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Bab VI 

Poin D Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara 

mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, 

termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik 

berupa penambahan dan/atau pengurangan, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Paser Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

Mengingat 1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang 

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 

II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6736); 

4. Undang-Undang 

Perbendaharaan 

Nomor 

Negara 

1 Tahun 2004 

(Lembaran Negara 

ten tang 

Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 1 ,  

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 



12.  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 

keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

16 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011  

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersurnber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 201 1  tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;  

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 

tentang Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah 

tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan kepala 

daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan 

belanja daerah, dan rancangan peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 



Menetapkan 

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok 

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 3). 

24. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 

2021 Nomor 9); 

25. Peraturan Bupati Paser Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 36); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 37) diubah, 

sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Paser Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 

2022 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 

37) diubah sehingga berbunyi : 



Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 

direncanakan sebesar Rp.2.896.713.011.000,00 (Dua 

triliun delapan ratus sembilan. puluh enam miliar tujuh 

ratus tiga belas juta sebelas ribu rupiah). 

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berubah, sehingga 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

( 1 )  Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar 

Rpl.822.594.561.000,00 (Satu triliun delapan ratus dua 

puluh dua miliar Zima ratus sembilan. puluh empat juta 

Zima ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  huruf a direncanakan sebesar 

Rpl.403.069.768.000,00 (Satu triliuri empat ratus tiqa 

miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh 

deZapan ribu rupiah). 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp419.524.793.000,00 (Empat ratus sembilan belas 

miZiar Zima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus 

sembilan puluh tiga ribu rupiah). 



3. Ketentuan Pasal 7 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

direncanakan sebesar Rp2.884.994.367.196,00 (Dua 

triliun deZapan ratus deZapan puZuh empat miliar sembiZan 

ratus sembiZan puluh. empat ju.ta tiga ratus enam puluh. tujuh 

ribu seratus sembilan puZuh enam rupiah}, yang terdiri atas: 

a. Belanja operasi; 

b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan 

d. Belanja transfer. 

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ,  ayat (2) dan ayat (3) berubah, 

sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1)  Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar 

Rpl.934.938.455.335,00 (Satu triliun sembiZan ratue tiga 

puluh. empat miliar sembiZan ratus tiga puluh. deZapan juta 

empat ratus Zima puluh. Zima ribu tiga ratus tiga puZuh Zima 

rupiah}, yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; dan 

c. Belanja hibah. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

huruf a direncanakan sebesar Rp744.041.720.713,00 

(Tujuh ratus empat puZuh empat miliar empat puZuh satu 

ju.ta juta tujuh ratus dua puluh. ribu tujuh ratus tiga beZas 

rupiah). 



(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf b direncanakan sebesar 

Rpl .168.305.584.548,00 (Satu triliuri seratus enam puZuh 

deZapan miliar tiga ratus Zima juta Zima ratus deZapan 

puluh. empat ribu. Zima ratus empat puluh. deZapan rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf 

c direncanakan sebesar Rp22.591.150.074,00 (DuapuZuh 

dua miZiar Zima ratus sembiZan puZuh satu juta seratus 

Zima puluh. ribu tujuh puluh. empat rupiah). 

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1 ) ,  (3), (4) dan ayat (5) berubah, 

sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

Pasal9 

( 1 )  Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar 

Rp667 .646. 743.156,00 (Enam ratus enam puluh tujuh 

miZiar enam ratus empat puluh. enam juta tujuh ratus 

empat puZuh tiga ribu seratus Zima puluh enam rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;dan 

e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya. 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp7.450.000.000,00 

(Tu.juh miliar empat ratus Zima puluh juta rupiah). 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar 

Rp81.020.216.003,00 (DeZapan puluh. satu miliar dua 

puZuh juta dua ratus enam beZas ribu. tiga rupiah). 



(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  huruf c direncanakan sebesar 

Rp81.117.848.589,00 (DeZapan puluh. satu miliar seratus 

tujuh belas juta delapari ratus empat puluh. delapari ribu 

Zima ratus delapari puluh. sembiZan rupiah). 

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar 

Rp492.993.185.564,00 (Empat ratus sembilari puiuh. dua 

miZiar sembilari ratus sembiZan puluh. tiga juta seratus 

delapan puluh. Zima ribu Zima ratus enam puluh. empat 

rupiah). 

(6) Belanja Modal Aset tetap Lainnya direncanakan sebesar 

Rp5.065.493.000,00 {Lima miliar enam puluh. lima juta 

empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kabupaten Paser. 

Ditetapkan di Tana Paser 

pada tanggal 14 Juli 2022 

SUPATI PASER, 

ttd 

FAHMI FADLI 

Diundangkan di Tana Paser 

pada tanggal 14 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH KASUPATEN PASER, 

ttd 

KATSUL WIJAYA 

Salinan sesuai denga aslinya 
KeY, JaBagian ukum Setda Kab. Paser 

ANDlAZIS 
NIP 19680816 19980 

SERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 16 


